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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA

NOMOR 1884 / 412

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASSI (PLID)

Menimbang

Mengingat

PELAKSANA PARIWISATA KOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA

a . bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan

dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Jayapura telah ditetapkan Peraturan Walikota Jayapura
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;

bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan
dokumentasi publik menuju pelayanan yang cepat, mudabh,
wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Jayapura, maka perlu menetapkan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
pelaksana Dinas Pariwisata Kota Jayapura;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura tentang
penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata Kota Jayapura;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2008 2019

Tentang Organissi dan Dinas- dinas Daerah Kota Jayapura
( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Jayapura Tahun 2017,

14. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Jayapura;

15. Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi
Perangkat Daerah Kota Jayapura .

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana (PLID) Pelaksana Dinas Pariwisata
Kota Jayapura

Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum pada Lampiran | Keputusan
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura

Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran Il
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura

Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab
kepada PLID Utama Dinas Pariwisata Kota Jayapura

PLID Pelaksana Dinas Pariwisata Kota Jayapura berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas



Pariwisata Kota Jayapura

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata
Kota Jayapura

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Kota Jayapura
Pa sgal  : 22 Agustus 2024
(2 AS PARIWISATA KOTA JAYAPURA
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PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19760504 200312 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

pwnN

Walikota Jayapura (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan);
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura;

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua.



Lampiran |
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura

Nomor
Tanggal :
STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA
DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA
ATASAN PLID PELAKSANA
ERID A.V. RUMANSARA, S.Par
KETUA PLID PELAKSANA
SEKRETARIS
RICHARD J. NAHUMURY, S.IP, M.Si
4 N I 4 N soane )
BIDANG
BIDANG PENGELOLA BIDANG PENDOKUMENTASIAN PEE,SYAEDLUEAS%%NN
INFORMASI PELAYANAN DAN ARSIP
INFORMASI SENGKETA
M. CHALID, SE ANGGRAINL ST ENDAH ANGGRAHENI, JOHANA CAROLINE.
N JAN A A




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA
Nomor
Tanggal

URAIAN TUGAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

NO

TIM PELAKSANA

TUGAS

Pengelola Informasi

a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;

c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk
disampaikan PLID Utama;

d. Memberikan lapiran tentang pengelolaan informasi
kepada
PLID Pembantu secara berkala;

e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari :
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

Berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- Informasi yang dikecualikan

Pelayanan Informasi

Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada
untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat

Pendokumentasian dan Arsip

a. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan

pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi yang ada di lingkugan
kepada publik

Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa

a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID
Pelaksana
dalam menerima atau menolak permohonan informasi

dari
masyarakat

b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum
kepada PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan
dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik

c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi
sengketa informasi publik




